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ABSTRAK 
 

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak 

Terhadap Tanah Hak Guna Usaha Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir. 

Sertipikat Hak Guna Usaha yang telah berakhir masa berlakunya, hubungan 

subyek pemegang hak dengan tanah berakhir dan tanah hak guna bangunan 

tersebut mejadi tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah hak pengelolaan, 

sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, 

namun bekas pemegang hak guna usaha diberikan hak prioritas yaitu hak untuk 

mendapat perioritas pertama atau diutamakan/didahulukan berdasarkan urutan-

urutan penerima hak atas tanah untuk memperoleh pengakuan, pemberian/ 

penetapan hak-hak atas tanah. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan digunakan salah satu 

spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pengumpulan data berasal dari data 

primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk 

mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, 

yaitu observasi dan wawancara. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hapusnya hak atas tanah adalah 

salah satunya berakhirnya jangka waktu, sehingga manakala sertipikat hak guna 

usaha jangka waktunya telah berakhir, maka menjadi tanah yang langsung 

dikuasai oleh Negara. Kemudian perlindungan hukum kepada bekas pemegang 

HGU, yang mana pemegang HGU tersebut adalah Badan Hukum yang 

memperoleh tanah dengan cara pembelian dari beberapa hak atas tanah dan secara 

fisik dikuasai bekas pemegang hak tersebut.  Batas berapa tahun hak prioritas itu 

melekat kepada bekas pemegang sertipikat hak guna usaha sementara dalam 

aturan ditegaskan 2 tahun setelah berakhir bekas pemegang hak wajib mengajukan 

pembaharuan hak, kemudian jika itu tidak dilaksanakan maka didalam ketentuan 

tidak diatur sampai berapa tahun bekas pemegang hak memiliki hak prioritas. 

 

Kata kunci : perlindungan hukum, pemegang hak atas tanah, hak guna usaha 
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ABSTRACT 

Research with the title Legal Protection of Former Rights Holders of 

Cultivation Rights Land whose Term Has Expired. Certificate of Cultivation 

Rights whose validity period has expired, the relationship between the subject of 

the rights holder and the land ends and the building rights land becomes land 

controlled by the State or land with management rights, in accordance with the 

provisions of Article 22 paragraph 2 of Government Regulation Number 18 of 

2021, but the former holder Cultivation rights are given priority rights, namely 

the right to obtain first priority or precedence/priority based on the sequence of 

recipients of land rights to obtain recognition, grant/determination of land rights. 

The approach method used in this research is sociological juridical. In 

preparing and writing this thesis, one of the research specifications will be used, 

namely analytical descriptive. Data collection comes from primary data as main 

data and secondary data as supporting data. To classify primary data, data 

collection was carried out in two ways, namely observation and interviews. In 

discussing this thesis, the author uses qualitative analysis methods. 

The results of this research show that the elimination of land rights is one 

of the reasons for the expiration of the term, so that when the term of the 

certificate of cultivation rights has expired, it becomes land that is directly 

controlled by the State. Then legal protection for former HGU holders, where the 

HGU holder is a legal entity that obtained land by purchasing several land rights 

and is physically controlled by the former right holder. The limit for how many 

years the priority right is attached to the former holder of the certificate of 

exploitation rights, while the regulations state that 2 years after it expires, the 

former right holder is obliged to submit a renewal of the right, then if this is not 

implemented then the provisions do not regulate how many years the former right 

holder has the priority right.  
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